
5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 1822); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, rnaka perlu rnenetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Tunjangan Perurnahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.  

b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nornor 36 Tahun 2015 tentang 
Pernberian Tunjangan Kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD Kota 
Makassar dipandang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan 
dirnaksud perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali; 

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 178 Ayat (1) Undang­ 
Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan 
Daerah, yang rnengarnanahkan Pirnpinan dan Anggota DPRD 
rnernpunyai hak keuangan dan adrninistratif; 

Menimbang 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 547 Tahun 2016); 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-batas Daerah Kotarnadya Makassar dan Kabupaten Gowa, 
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalarn Lingkungan Daerah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalarn Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 
Nomor 193); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 



Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas Tunjangan Perumahan. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB II 
TUNJANGAN PERUMAHAN 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerab adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah . 

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah; 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalab Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas 
dan fungsinya. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERA.TURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR. 

MEMUTUSKAN: 

20. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1015/840.05/ Kep /IV/ 2017 
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Tentang Taksasi Sewa Rumah Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kota Makassar TA. 2017. 

19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Tunjangan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 
Makassar (Serita Daerah Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2015) 

18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita 
Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tabun 2014); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 



lJiundangkan di Makassar 
pada tangga

Ditetapkan di Makassar 
pada tangga

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar .  
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 
2015 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar, 

1 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 5 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP  Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada APBD . 

Pasal 4 

Bagian Keempat 
Penganggaran 

b. untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta 
rupiah) setiap bulan. 

 J 

 a. untuk Pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta 
 lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan 

Besar Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Besaran Tunjangan Perumahan 

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH
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